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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang  
Masalah lingkungan hidup baru menjadi perhatian dunia setelah 
terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
lingkungan hidup, yang diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tanggal 5 – 
16 Juni 1972 yang terkenal dengan United Nation Conference on Human 
Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam 
menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan 
hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.Setiap tanggal 5 
juni pada akhirnya di peringati sebagai hari Lingkungan hidup se-dunia (World’s 
Environment Day). 
Konferensi Stockholm menghasilkan Declaration On The Human 
Environment (Deklarasi Stockholm) yang berisi 26 prinsip dan action Plan yang 
memuat 109 rekomendasi tentang eco-development (pembangunan berwawasan 
lingkungan). Jiwa kesadaran ekologi umat manusia yang bersendikan hasil 
konferensi Stockholm telah mempengaruhi kesadaran lingkungan nasional 
pemerintah Indonesia dan terasa menjiwai muatan normatif Undang-undang 
No.4 tahun 1982 tentang ketentuan- ketentuan pokok pengelolaan lingkungan 
hidup. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, telah berlaku lebih kurang 15 tahun.Untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu 
pesat, Undang-Undang tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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(UUPLH). Selanjutnya setelah berlaku selama 12 tahun maka dengan alasan 
yang sama demi mengakomodasi tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 
3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 
Termasuk dalam hal ini kelestarian lingkungan hidup, Pasal 28 H ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat ketentuan tentang hak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, 
tanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas lingkungan dibebankan kepada 
negara untuk mewujudkannya. Hal ini secara tegas tertulis dalam Pasal 28 I ayat 
(4) UUD 1945, ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. 
Walaupun diketahui, bahwa peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup secara kuantitatif sudah cukup memadai, seperti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) terlebih pada pasal 57 ayat 1 huruf b menjelaskan 
Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan perseorangan dapat membangun 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/ kepulauan. 
Bahkan, Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan diatur 
kembali dalam beberapa Peraturaan seperti Undang-Undang No 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) serta Peraturan Menteri Pekerjaan 
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Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 
Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang menjelaskan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Undang-Undang 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan Ruang terbuka Hijau 
Kabupaten/Kota harus mencakup 30% luasnya dari luas wilayah Kota dan terdiri 
dari 10% RTH Privat dan 20% RTH Publik. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri , Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP merupakan bagian dari ruang 
terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna 
mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika dengan Luas 
ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. 
Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sama pentingnya 
dengan pembangunan infrastruktur kota lainnya dan fasilitas sosial lainnya, 
seperti peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tingginya tingkat 
pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan 
pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi 
dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut memberikan implikasi pada 
tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang 
kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang 
terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta 
ruang-ruang terbuka publik di perkotaan.  
14 
 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang 
terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 
tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat 
ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat 
ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Samsuddin Amin, Nurmaida Amri, 
2011). 
Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam suatu 
kota. Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi 
pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan 
perkembangan pembangunan di era modern. Fungsi dari keberadaan ruang 
terbuka hijau antara lain adalah sebagai penyeimbang ekosistem ekologis, yaitu 
dimana ruang terbuka hijau tersebut menjadi tempat tinggal para binatang liar 
seperti burung. Sebagai fungsi arsitektural yaitu menambah keindahan dimana 
ruang terbuka hijau juga memberikan rasa yang berbeda melalui penataan 
bentuk warna dan jenis vegetasi ruang terbuka hijau, sebagai fungsi sosial yaitu 
tempat berinteraksi masyarakat sekitar dimana ruang terbuka hijau tersebut 
memberikan kesejukan, kenyamanan sehingga masyarakat terwadahi dalam 
melakukan interaksi berbagai kegiatan, sebagai .pencegah bencana seperti erosi 
tanah yang di timbulkan baik dari udara maupun pengikisan air, akar tanaman 
berfungsi untuk mengikat tanah agar kuat dari serangan air (Zoeraini dalam 
Bagas, 2013) 
Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia dengan tingkat 
pembangunan kawasan ekonomi dan kawasan pemukiman sangat cepat. 
Pemerintaah Kota Makassar sendiri kesulitan memenuhi target RTH yang di 
amanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Ruang Terbuka Hijau 
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Kawasan Perkotaan. Berdasarkan data terakhir Badan Lingkungan Hidup Kota 
Makassar melansir bahwa Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar masih dibawah 
10% yaitu 6,716% atau seluas 17.476 Ha.  
Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk di Kota 
Makassar yang mendorong meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan 
untuk pemukiman dan sarana perekonomian, seperti sarana transportasi, 
industri, pusat perbelanjaan, dan lainnya sehingga banyak lahan-lahan 
bervegetasi yang telah dialihfungsikan menjadi permukiman, kompleks 
perbelanjaan,dan perkantoran. 
Pembangunan ini yang menyebabkan beberapa lahan kosong dan lahan 
hijau untuk vegetasi berkurang.Misalkan di beberapa ruas jalan utama yang 
merupakan jalur arteri yang setiap harinya dilalui oleh banyak 
kendaraan.beberapa diantaranya yaitu pada Jl. AP. Pettarani, Jl. Urip 
Sumohardjo dan Jl. Perintis Kemerdekaan. Hampir semua sumber daya hijau 
yang ada di ruas jalan  ini sudah mengalami degradasi. Kawasan ini banyak 
didominasi oleh kelompok ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur untuk 
kebutuhan ekonomi seperti perdagangan dan jasa.Dari kondisi ruang terbuka 
hijau (RTH) yang  ada pada Jl. AP Pettarani, Jl. Urip Sumohardjo dan Jl. Perintis 
Kemerdekaan pada umumnya di dominasi oleh ruang hijau berupa pohon 
(individu) atau tidak mengelompok yang tumbuh secara alami serta di kelola oleh 
masyarakat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan belum memenuhi 30 % dari 
luas wilayah Kota Makassar. 
Selain itu masalah lain yang muncul adalah beberapa RTH Kota 
Makassar mulai tidak terurus. Dari berbagai jenis RTH yang terdapat di Kota 
Makassar adalah taman kota. Jumlah taman kota yang terdapat di Kota 
16 
 
Makassar menurut data Laporan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar 
2010 adalah sebanyak 46 buah, baik yang masih terurus sampai saat ini ataupun 
yang sudah tidak terurus lagi. Begitupun dengan RTH taman kota dalam bentuk 
lapangan hijau terdapat 52 buah. Keseluruhan taman kota ini tersebar di seluruh 
bagian kota. Keberadaan taman-taman saat ini jika ditinjau dari fungsi taman itu 
sendiri, pemanfaatannya masih belum optimal, bahkan ada yang tidak terawat 
sebagaimana mestinya. (Muhammad Fathien Azmy, 2012) 
Fungsi dan Manfaat RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki 
fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) 
yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah 
perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan 
kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Dep PU/RTH Wilayah 
Perkotaan/LPL-301105 3 RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan 
suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang 
berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH 
untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia dan untuk 
membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, 
ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas 
lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, 
rekreasi, dan pendukung arsitektur kota. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya 
dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) 
seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), 
kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan manfaat tidak langsung 
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(berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan 
konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. 
Selain itu keberadaan RTH kota akan sangat berperan dalam 
memperbaiki kualitas hidupmasyarakat perkotaan, Karena RTH dalamjumlah 
yang ideal akan berfungsi sangat luasantara lain menyerap polutan, 
mengontroliklim mikro, meredam kebisingan dan lain-lain(Ecoton,2004). 
Melihat  Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar yang ada tidak memenuhi 
standar yang ditetapkan yaitu 6,716% atau seluas 17.476 Ha dari total luas kota 
makassar yaitu 175,77km2. Besarnya manfaat yang diberikan oleh Ruang 
terbuka Hijau juga menjadi pertimbangan mengapa ruang terbuka hijau sangat 
penting dalam sebuah kota.  Maka Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan 
perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.Untuk itu diperlukan sebuah 
perencanaan pembangunan yang matang dalam Ruang terbuka  hijau Kota 
Makassar.  
Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) perencanaan  adalah intervensi 
pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk 
memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud:             
(a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran 
kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-
pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga 
masyarakat.Berdasarkan jangka waktunya, bentuk-bentuk perencanaan 
pembangunan Ruang terbuka hijau Kota Makassar dapat dibedakan menjadi tiga 
jenis yaitu: (1) Perencanaan jangka pendek, (2) Perencanaan Jangka Menengah, 
(3) Perencanaan Jangka Panjang. 
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Penulis berharap dalam penelitian ini nantinya mampu menggambarkan 
koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan mampu menggambarkan peran 
tiap instansi dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kota 
Makassar. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai 
“Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Makassar”. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Ruang Terbuka Hijau merupakan masalah yang penting di Kota 
Makassar, oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis 
menganggap perlu untuk lebih dalam  membahas mengenai perencanaan 
pembangunan Ruang Terbuka Hijau  Kota Makassar, dan menganggap penting 
dan tertarik untuk membahas secara lebih terarah dan sistematis mengenai 
koordinasi dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau. Maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah melihatbagaimana koordinasi 
dalam perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Makassar.Koordinasi tersebut akan digambarkan melalui koordinasi vertical, 
koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional antara BAPPEDA, Dinas Tata 
Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup 
Daerah, Kecamatan di Kota Makassar.  
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I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan koordinasi dalam 
perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.Koordinasi tersebut akan 
digambarkan melalui koordinasi vertical, koordinasi horizontal dan koordinasi 
fungsional antara BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kecamatan di Kota Makassar.  
 
I.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 
1. Manfaat Akademik 
Dengan melihat permasalahan yang ada, maka penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya bagi mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik dalam bidang administrasi 
yang ingin mengetahui bagaimana koordinasi dalam perencanaan pembangunan 
ruang terbuka hijau Kota Makassar 
2. Manfaat Praktis  
  Hasil penelitian yang telah didapatkan ini diharapkan dapat menjadi 
referensi dan memberikan masukan serta bahan acuan bagi Pemerintah Kota 
Makassar dalam perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, serta 
mampu menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada sehubungan dengan 
pembangunan ruang terbuka hijau. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Bab kedua skripsi ini berisi berbagai teori dan konsep yang digunakan 
sebagai rujukan berfikir dan analisis.Secara garis besar bagian tinjauan pustaka 
menguraikan teori dan konsep mengenai koordinasi antar instansi dalam 
perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Koordinasi 
antar instansi ini akan dijabarkan melalui tiga jenis koordinasi, yaitu koordinasi 
vertical, koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional. Ketiga jenis koordinasi 
tersebut nantinya diharapkan mampu mengambarkan peran tiap instansi dalam 
perencanaan pembangunan. 
 
II.1 Ruang Terbuka Hijau 
Ruang terbuka hijau merupakan salah satu jawaban untuk tetap menjaga 
keberadaan lingkungan hidup. Kota yang dianggap mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi pemukiman, pemusatan dan distribusi 
pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi pun menjadikan kota 
membutuhkan ruang terbuka hijau segai penyeimbang ekosistem. Hal ini 
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 1 Tahun 2007 tentang 
ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.  
Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuhtanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang 
sengajaditanam. 
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Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau 
orangperseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain 
berupakebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang 
ditanamitumbuhan. 
Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola 
olehpemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan 
masyarakatsecara umum. 
Ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 
Tahun 2008 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat tebuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun tujuan,manfaat 
dan proporsi RTH adalah sebagai berikut: 
Tujuan Penyelenggaraan RTH 
1. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah: 
a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 
b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan 
antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 
kepentingan masyarakat; 
c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 
pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, 
dan bersih. 
Fungsi Penyelenggaraan RTH 
a) Fungsi Utama (Intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 
 Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi 
udara (paru-paru kota); 
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 Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami 
dapat berlangsung lancar; 
 Sabagai peneduh; 
 Produsen oksigen; 
 Penyerap air hujan; 
 Penyedia habitat satwa; 
 Penyerap polutan media udara, air, dan tanah, serta; 
 Penahan air. 
b) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 
 Fungsi sosial dan budaya: 
- Menggambarkan ekspresi budaya lokal; 
- Merupakan media komunikasi warga kota; 
- Tempat rekreasi; 
- Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 
mempelajari alam. 
 Fungsi ekonomi: 
- Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, 
sayur mayur; 
- Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan 
lain-lain. 
 Fungsi estetika: 
- Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari 
skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: 
lansekap kota secara keseluruhan; 
- Menstimulus kreativitas dan produktivitas warga kota; 
23 
 
- Membentuk faktor keindahan arsitektural; 
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 
tidak terbanguna. 
Manfaat Ruang Terrbuka Hijau 
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas: 
a) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu 
membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan 
mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu,daun,bunga,buah); 
b) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu 
pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan 
persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isis flora 
dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). 
Penyediaan RTH dikawasan perkotaan terbagi atas tiga. Berdasarkan 
proporsi ideal penyediaan RTH di kawasan perkotaan yakni berdasarkan luas 
wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fungsi tertentu. 
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah diperkotaan adalah sebagai 
berikut: 
 Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH 
Privat; 
 Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% 
yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari 
ruang terbuka hijau privat; 
 Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan 
telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan 
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yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan 
keberadaannya. 
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan 
ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan 
mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan 
uadara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan 
nilai estetika kota. 
Sementara, penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu 
yakni fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, 
sarana dan prasarana misalnya melindungi sumber daya alam, pengamanan 
pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi 
utamanya tidak terganggu. 
RTH kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hjau 
jaringan listrik tergangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa 
RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber 
air baku/ mata air. 
II.2 Perencanaan Pembangunan 
II.2.1 Definisi  
Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) adalah 
intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan 
maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan 
maksud:             (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan 
peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas 
25 
 
pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh 
warga masyarakat.  
 Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan 
penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo (2003), yang 
selengkapnya sebagai berikut: Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada 
dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan 
konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai 
yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan 
diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.  
Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi 
kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang 
semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. 
Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi 
memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.  
 
II.2.2 Bentuk-bentuk Perencanaan  
 Kita dapat menemukenali perencanaan setidaknya dalam delapan jenis, 
yaitu (1) perencanaan menurut jangka waktu, (perencanaan menurut sifat 
dorongannya, (3) perencanaan menurut alokasi sumber daya, (perencanaan 
menurut tingkat keluwesan, (5) perencanaan menurut system ekonomi, (6) 
perencanaan menurut dimensi pendekatan, dan (8) perencanaan menurut 
lingkaran aktivitas pembangunan. (Tri Widodo: 2006, Robinson:2005) 
 
 
Perencanaan menurut Jangka Waktu 
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 Menurut Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo (2011) Perencanaan 
berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Perencanaan  Jangka Panjang 
Perencanaan jangka panjang (Perspektif). Perencanaan perspektif atau 
perencanaan  jangka panjang biasanya mempunyai rentanf waktu antara 
sepuluh sampai 25 tahun, rencana pembangunan jangka panjang dapat 
digolongkan sebagai perencanaan perspektif karena jangkauannya yang 
melintasi beberapa tahun. Contoh Negara-negara yang mempunya 
perencanaan jangka panjang adalah Malaisya, Korea Selatan, dan 
Indonesia, Di Malaisya, rencana pembangunan jangka panjang disusun 
dalam bentuk “First Malaisya Statement: the Way Forward Towards 
Vision 2020”. Di Indonesia, apda masa pemerintahan Presiden Soeharto 
pernah terdapat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pola 
Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), Berdasarkan SPPN, Indonesia 
juga mempunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional/ Daerah. China pada tahun 2003 meluncurkan dokumen 
rencana jangka panjang yang disebut “Medium and Long Term Science 
and Technology Development” (Riant Nugroho) 
b. Perencanaan Jangka Menengah  
Perencanaan jangka menengah berkaitan dengan tujuan yang hendak 
dicapai dalam jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 
entara empat sampai enam tahun.Dalam perencaan jangka menengah, 
walaupun masih umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran 
sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.Perencanaan jangka 
menengah banyak dilakukan baik di Negara-negara maju-seperti Inggris, 
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Prancis, Belanda- maupun di Negara-negara berkembang seperti 
Indonesia. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah diwujudkan 
dalam bentuk dokumen “Program Pembangunan Daerah (Propeda)”, dan 
berdasarkan UU SPPN dalam bentuk Rencanan Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Nasional. 
c. Perencanaan Jangka Pendek 
Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu satu 
tahun.Perencanaan ini sering disebut rencana operasional tahunan. 
Perencanaan-perencanaan jangka pendek yang diterapkan di Indonesia 
antara lain Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta atau Repetada). Di 
Indonesia berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional terdapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
Nasional/ Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap 
pemerintahan Negara sedikitnya mempunyai dokumen rencana jangka 
pendek dan selalu dihubungkan dengan rencana pendanaannya. 
  
 Menurut Munir (2002) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat 
dibagi menjadi:  
a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 
10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru 
pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang 
panjang. 
b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 
antara                4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah 
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walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar 
(sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. 
c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, 
biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan 
dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka 
pendek biasanya lebih akurat. 
 
 Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, 
karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh 
unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut. Dalam 
kaitannya dengan pembangunan daerah, GTZ (2000) mendefinisikan 
perencanaan pembangunan daerah sebagai: “Local development planning is a 
systematic endeavor of multiple actors (stakeholders) from the public, private and 
civic domain at the different levels to deal with interdependent physical and socio-
economic aspects by means of:  continously analyzing regional development 
conditions, formulating local development goals and policies, conceptualizing 
strategies for solutions, and implementing them with the available resources so 
that new oppurtunities which enhance the local communities’ wellbeing can be 
seized upon in a sustainable manner”.   
 Berdasarkan actor yang melakukan proses penyusunan perencanaan 
pembangunan, Innes (2000) membedakannya dalam beberapa model yaitu: 
1) Bureucratic Planning 
 Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang 
terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta 
proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan 
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berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang 
dikehendaki. 
2) Political Influence Planning 
 Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota 
legislatif yang terpilih.Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-
masing kontituennya. 
3) Social Movement Planning 
 Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di 
dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai 
kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.  
4) Collaborative Planning 
 Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi 
dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, 
mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang meraka 
butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan 
bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. 
 
Alur Perencanaan Pembangunan 
Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari        6 
(enam) langkah, sebagai berikut:  
a. Determination of goals  
 Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu 
kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya 
dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. 
b. Assessment of needs  
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Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih 
baik.Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang 
terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat 
memperbaiki atau memenuhinya. 
c. Specification of objectives  
Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan   
dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
d. Design of alternative actions  
Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternative 
tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat 
mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
e. Estimation of consequences of alternative actions  
Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi 
atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan 
dari masingmasing alternatif tindakan. 
 
f. Selection of cource of action  
Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran 
yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan 
pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif 
tindakan. 
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 Menurut Tjokroamidjojo (1996), rencana pembangunan supaya 
mendapatkan kekuatan dalam pelaksanannya perlu mendapat status formal atau 
dasar hukum tertentu.   
 Tiga pola tersebut adalah: (1) Pola pertama, perencanaan pembangunan 
dilakukan pembahasan serta harus disyahkan melalui suatu keputusan lembaga 
perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-
badan perencanaan yang bersifat teknis. (2) Pola kedua, perencanaan 
pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja. (3) Pola ketiga, 
garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan 
ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program 
pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.  
 Menurut Munir (2002) dengan memperhatikan pedoman-pedoman 
perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima tahapan 
yaitu (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan 
pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. 
Selengkapnya proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:  
 
a) Penyusunan Kebijakan  
 Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan 
perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Tinjauan keadaan, (2) 
Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) Penetapan tujuan 
rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, 
(4) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (5) 
Persetujuan rencana.   
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b) Penyusunan Program  
 Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk 
mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam 
penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai 
program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatan- 
kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut 
pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik 
(kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam 
sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan dsb) yang 
diperlukan untuk itu.Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat 
diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan 
tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 
 
c) Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran  
 Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber 
pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan 
berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas 
efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas 
pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan 
pokok untuk komponenkomponen pembiayaan.Penyusunan pembiayaan 
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut 
Abdullah (1995) anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka 
kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan 
pendapatan, belanja (dan pembiayaan), sedangkan Govermental Accounting 
Standards Board (GASB) dalam Bastian (2001) mendefinisikan anggaran 
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sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang 
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam 
periode waktu tertentu.   
 Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang 
akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat 
pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi (Kepmendagri 
29/2002):   
(1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan 
program/kegiatan,               
(2) Penyusunan rancangan APBD,  
(3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,  
(4) Penetapan APBD. 
 Namun sebelum terjadi proses penganggaran berbentuk menjadi 
kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja sampai 
dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu 
adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan, 
diteruskan ke Tingkat Kecamatan dan akhirnya di Tingkat Kota.  
 
II.2.3 Ruang Lingkup dan Bentuk Perencanaan Pembangunan Daerah 
 Perencanaan pembangunan daerah mempunyai ruang lingkup dan bentuk 
tersendiri sesuai dengan tujuan , arah dan sifat pembahasan serta kegunaannya 
dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum ada empat ruang lingkup dan 
bentuk perencanaan pembangunan yang satu sama lainnya saling berkaitan. 
Pertama, adalah Perencanaan Makro yang analisisnya bersifat menyeluruh, 
meliputi kesemua aspek dan sector pembangunan.Kedua, adalah perencanaan 
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sektoral yang mencakup hanya satu bidang atau sector tertentu saja seperti 
pertanian, pendidikan, kesehatan, perindustrian, dan perdagangan dan lain-
lainnya. Ketiga, adalah perencanaan wilayah yang mencakup hanya untuk 
wilayah administrative tertentu saja, seperti provinsi, kabupaten, kota. Keempat, 
adalah perencanaan proyek yang mencakup perencanaan untuk membangun 
suatu proyek atau kegiatan tertentu saja seperti pembangunan sekolah, jalan, 
PLTA dan lain-lainnya. 
 
Perencanaan Wilayah 
Perencanaan wilayah (Regional) pada dasarnya adalah ruang lingkup dan 
bentuk perencanaan pembangunan yang didalamnya terdapat unsure tata ruang 
dan okasi kegiatan ekonomi dan social secara terintegrasi.Jenis perencanaan ini 
seringkali pula disebut dengan Spatial (Regional Development Planning) di mana 
seluruh unsure dan variable pembangunan dirinci menurut aspek ruang dan 
lokasinya.Sasaran utama perencanaan ini adalah menyusun strategi, kebijakan 
dan program pembangunan dengan memanfaatkan potensi wilayah dan 
keuntungan lokasi yang terdapat di daerah bersangkutan dan daerah 
tetangganya.Biasanya aspek tata ruang dan lokasi ini ditampilkan dalam rencana 
pembangunan wilayah dengan menggunakan peta dalam berbagai skala. 
Tujuan utama perencanaan wilayah (Regional) secara khusus adalah (a) 
mendorong proses pembangunan daerah bersangkutan, (b) mendorong proses 
pembangunan khusus untuk daerah tertinggal, (c) mengurangi ketimpangan 
pembangunan antar wilayah, (d) meningkatkan daya dukung lingkungan, (e) 
meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, dan (f) meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup daerah bersangkutan. Kesemua tujuan perencanaan wilayah ini 
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adalah saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga pendekatan 
yangdigunakan sebaiknya adalah ebrsifat lintas sektoral dan komprehensif. 
Perencanaan pembangunan wilayah ternyata mempunyai karakteristik 
khusus bila dibandingkan dengan perencanaan pembangunan secara umum. 
Karakteristik khusus tersebut antara lain adalah: (a) terkandung unsur tata ruang 
dan lokasi kegiatan secara terintegrasi, (b) disusun sesuai dengan kondisi, 
potensi dan permasalahan daerah setempat, (c) terpadu antara sektoral dan 
wilayah, (d) mempertimbangkan aspek daya dukung lahan dan lingkungan 
hidup., serta (e) menonjolkan peranan pemerintah daerah dalam mendorong 
proses pembangunan di daerahnya masing-masing.  
 
II. 3 Teori Koordinasi 
II.3.A Pengertian Koordinasi 
Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to 
regulate.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi 
diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat 
(equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling 
memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290). 
Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk 
menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-
kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan 
tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk 
mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja 
(Ndraha, 2003:290) 
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Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar 
kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-
masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal,agar 
memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-
bagian yang besar pada setiap usaha yang luas dari pada organisasi demikian 
pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalampusat 
analisis.Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai 
administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang 
langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu 
sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan 
yang efektif akan menjamin koordinasi yangbaik sebab pemimpin berperan 
sebagai koordinator. 
Menurut G.R. Terry (2000) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron 
dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan 
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis 
pada sasaran yang telah ditentukan. 
Sedangkan menurut E.F.L. Brech dalam Malayu Hasibuan (2001) 
koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan 
lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar 
kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para 
anggota itu sendiri. 
Menurut Mc. Farland dalam Soewarno Handayaningrat (1985) koordinasi 
adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok 
secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam 
mencapai tujuan bersama. 
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Sementara itu, Handoko (2003) mendefinisikan koordinasi (coordination) 
sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 
satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.  
Selain itu, Koordinasi juga diartikan sebagai suatu usaha kerja sama 
antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga 
terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan 
demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu 
menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. 
(Awaluddin Djamin dalam Hasibuan,2011:86) 
Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling 
berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan 
melakukan hubungan kerja yang efektif.Hubungan kerja adalah bentuk 
administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan 
bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya 
koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan 
efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan 
dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak 
sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk 
mencapai tujuannya. 
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi 
adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau 
unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada 
dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah 
yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah 
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pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan 
pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain. 
 
II.3.B Jenis-Jenis Koordinasi 
Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen 
Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah : 
 
a. Koordinasi Horizontal 
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 
dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.koordinasi horizontal juga 
dapat diartikan sebagai koordinasi antar pejabat atau antar unit  yang 
mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat 
dari organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat. 
b. Koordinasi Vertikal 
Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan 
sinkron dari lembaga yang derajatnya lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain 
yang derajatnya lebih rendah.  Koordinasi vertikal juga dapat diartikan  sebagai 
kordinasi antara pejabat- pejabat dan unit- unit tingkat bawah oleh pejabat 
atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu 
organisasi oleh organisasi induknya.Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi 
kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu 
Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala 
Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka. 
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c. Koordinasi Fungsional 
Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 
dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi 
pekerjaan.Koordinasi fungsional juga dapat diartikan sebagai koordinasi antar 
pejabat, antar unitatau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi. 
 
II.3.C Manfaat Koordinasi 
Handoko (2009: 362) menyebutkan tujuan dan manfaat darikoordinasi itu 
sendiri, adalah: 
a. Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
simplikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 
b. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. 
c. Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensikronkan pelaksanaan 
tugastugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling 
bergantungan, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin 
besar pula kebutuhan pengkoordinasian. 
d. Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-
tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan 
bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien. 
e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, 
semakin diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi 
duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan 
pemborosan. 
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f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan 
harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan 
para stakeholder. 
g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi dengan sumberdaya yang terbatas. 
h. Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang 
kontra produktif. 
i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingan 
yang tidak sehat. 
 
Lebih lanjut  Ateng Syafrudin (1976) Dengan pengendalian dan koordinasi 
yang baik maka dalam penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan manfaat, 
antara lain: 
1. Dapat mencegah dan menghilangkan titk pertentangan 
2. Para pejabat/petugas terpaksa berfikir dan berbuat dalam hubungan  
sasaran dan tujuan berasama 
3. Dapat dicegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan 
4. Dapat mengembangakan prakarsa dan daya inprovisasi para  
pejabat/petugas dalam rangka koordinasi mereka mau tidak mau 
harus  mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan 
tugas secara  menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan 
keserasian.  
Maka bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, koordinasi 
bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang 
mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu 
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kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya 
komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan 
dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai 
suatu peraturan pelaksanaan. 
Menurut Handayaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi 
adalah sebagai berikut : 
a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi 
perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan 
pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari 
pimpinan. 
b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai 
komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja 
harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 
dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul 
antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan 
semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen 
tersebut. 
c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang 
mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan 
secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang 
dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai 
kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi 
yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi. 
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d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi 
pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi 
yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha 
yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya 
masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan 
langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan. 
e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan 
hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang 
membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam 
organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari 
berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang 
tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien. 
f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan 
sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para 
pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, 
pertumbuhan organisasi akan menyembabkan penambahan beban 
kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan 
penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan. 
g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. 
Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan 
konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
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II.4 Kerangka Teori 
 Untuk mencapai kebutuhan 30% Ruang terbuka hijau Kota Makassar 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-
Undang No 26 tahun 2007, maka Pemerintah Kota Makassar perencanaan 
pembangunan wilayah yang fokus pada penyediaan ruang terbuka hijau yang 
ada di Kota Makasssar. Dalam proses perencanaan pembangunan ruang 
terbuka hijau, yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antar instasi terkait. 
Koordinasi yang dimaksud adalah pembagian kerja antara isntansi dalam 
perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Instansi 
tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Kecamatan Tamalanrea.  
Koordinasi ini akan digambarkan melalui tiga jenis koordinasi berdasarkan 
arahnya, yaitu koordinasi horizontal, koordinasi vertical dan koordinasi 
fungsional. Maka kerangka pikir yang digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar II.1 Kerangka Pikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembagian Kerja  
Antar Instansi 
Aktor Perencana Ruang Terbuka HIjau 
KOORDINASI 
1. Koordinasi Vertikal 
2. Koordinasi Horizontal 
3. Koordinasi Fungsional 
1. Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Makassar 
2. Dinas Tata Ruang Bangunan Kota 
Makassar 
3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar 
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota 
Makassar 
5. Kecamatan 
Perencanaan Pembangunan 
Ruang Terbuka Hijau 
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BAB III 
DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan koordinasi dalam 
Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.Untuk 
menggambarkan koordinasi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan  koordinasi vertikal, 
koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional antara instansi terkait dalam 
perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Instansi 
tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, 
Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kecamatan di Kota Makassar.  
 
III.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan 
koordinasi dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kota 
Makassar. Kumar (2005) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Kecenderungan untuk menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi.Sehingga 
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka 
mengetahui dan memahami koordinasi dalam perencanaan pembangunan ruang 
terbuka hijau Kota Makassar. 
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III.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menjelaskan koordinasi dalam 
perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau.Koordinasi tersebut akan 
digambarkan melalui koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi 
fungsional antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, 
Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kecamatan di Kota Makassar.  
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 
dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat. Dalam penelitian ini 
koordinasi horizontal digambarkan melalui koordinasi antar Badan Lingkungan 
Hidup Daerah, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan dan Dinas Pekerjaan Umum.  
Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan 
sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain 
yang derajatnya lebih rendah. Koordinasi vertikal dalam penelitian ini 
digambarkan melalui koordinasi antara  Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota 
Makassar dengan pihak Kecamatan,  Dinas Pertamanan dan Kebersihan dengan 
pihak Kecamatan. Serta koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dengan  Dinas Pertamanan dan Kebersihan. 
Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis 
dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi 
pekerjaan. Instansi yang menjadi muara dari perencanaan pembangunan ruang 
terbuka hijau Kota Makassar  adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas 
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Pertamanan dan Kebersihan. Peran perencana dan pengelola RTH di Badan 
Lingkungan Hidup Daerah  Kota Makassar adalah Bidang Pemulihan Kerusakan 
Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sedangkan di Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan, bidang yang bertanggung jawab adalah Bidang Penghijauan 
dan Bidang Pertamanan. Melihat bidang tersebut memiliki kesamaan dalam 
fungsi perencanaan dan perancangan RTH, maka fokus koordinasi  fungsional 
digambarkan melalui koordinasi antara Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan 
dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan Bidang Penghijauan dan Bidang 
Pertamanan di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota  Makassar. 
  
III.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mendapatkan penjelasan tentang koordinasi perencanaan 
pembangunan ruang terbuka hijau Kota Makassar, dalam penelitian ini yang 
menjadi sumber data utama/primer adalah wawancara mendalam dan dokumen-
dokumen perencanaan. Secara umum informan yang menjadi sumber data 
utama (primer) penelitian terbagi menjadi tiga yaitu: pertama, sumber data untuk 
menjelaskan mengenai perencanaan mikro dan perancangan detail ruang 
terbuka hijau Kota Makassar. Untuk  perencanaan mikro, peneliti melakukan 
wawancara dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. Pemilihan informan ini 
dianggap dapat menggambarkan perencanaan dan perancangan RTH Kota 
Makassar.Selain menggambarkan perencanaan dan perancangan RTH, 
informan ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana koordinasi yang terjadi 
dalam proses perencanaan pembangunan RTH ini.  
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Kedua, sumber data yang menjelaskan tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah secara makro yang memuat mengenai perencanaan ruang terbuka 
hijau. Untuk perencanaan makro, peneliti melakukan wawancara dengan Badan 
perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Ruang Bangunan yang 
bertanggung jawab terhadap penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata 
Ruang Wilayah  2015-2034.  Dalam Perda  tersebut diatur mengenai pola ruang 
terbuka hijau Kota Makassar. 
Ketiga, sumber data yang menjelaskan bagaimana keterlibatannya dalam 
proses perencanaan pembangunan RTH. Sumber data ini juga dipilih untuk 
mengklarifikasi koordinasi yang terjadi dalam perencanaan pembangunan RTH 
Kota Makassar.Untuk mengklarifikasi koordinasi yang terjadi, peneliti melakukan 
wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan dalam hal ini 
kecamatan Tamalanrea dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan.Informan tersebut 
diharapkan mampu menjelaskan koordinasi yang terjadi, mengingat instansi 
tersebut juga terlibat dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Makassar. 
Selain wawancara terhadap informan-informan diatas, sumber data 
primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen perencanaan yang 
memuat mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 dan 
perencanaan pembangunan RTH Kota Makassar 2016.  Sumber-sumber data 
utama diatas juga dilengkapi dengan sumber data pendukung berupa Rencana 
Strategis dan Rencana Kerja tiap instansi.Data pendukung lainnya berupa artikel 
yang dimuat dalam website resmi Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
 
 
 
49 
 
Berikut ini adalah tabel sumber data penelitian. 
Tabel III.1 Sumber Data Penelitian 
Pertanyaan Penelitian Sumber Data Pendekatan Penelitian 
Bagaimana perencanaan 
makro tata ruang wilayah 
Kota Makassar? 
- Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah,  
- Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan . 
Kualitatif dengan 
melakukan wawancara 
mendalam kepada 
informan serta 
melakukan studi 
dokumen/data sekunder 
terkait 
Bagaimana perencanaan 
pembangunan RTH Kota 
Makassar? 
- Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Kota Makassar,  
- Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan. 
Kualitatif dengan 
melakukan wawancara 
mendalam kepada 
informan serta 
melakukan studi 
dokumen/data sekunder 
terkait 
Apa peran tiap actor 
dalam perencanaan 
pembangunan RTH Kota 
Makassar? 
- Badan Lingkungan Hidup 
Daerah.  
Kualitatif dengan 
melakukan wawancara 
mendalam kepada 
informan serta 
melakukan studi 
dokumen/data sekunder 
terkait 
Bagaimanakah 
koordinasi antar instansi 
dalam perencanaan 
pembangunan RTH Kota 
Makassar? 
- Badan Lingkungan Hidup 
Daerah,  
- Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan,  
- Dinas Pekerjaan Umum,  
- Dinas Tata Ruang 
Bangunan,  
- Kecamatan Tamalanrea.  
Kualitatif dengan 
melakukan wawancara 
mendalam kepada 
informan serta 
melakukan studi 
dokumen/data sekunder 
terkait 
 
III.4 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis data 
 Teknik analisa dilakukan secara secara terus-menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 
pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan 
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis 
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data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan 
Huberman, antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan atau 
responden yang kapabelyng bisa memberikan informasi secara akurat 
mengenai data penelitian, kemudian observasi langsungke lapangan untuk 
menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang 
diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusatpenelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang 
pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasinya. 
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BAB IV 
LOKASI PENELITIAN 
Secara umum, lokasi penelitian berada di lingkup pemerintahan Kota 
Makassar.  Adapun lokasinya adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertamanan dan Kebersihan serta Kecamatan 
Tamalanrea.  
Dari enam lokasi penelitian tersebut, dua instansi merupakan instansi 
yang bertanggung jawab secara khusus terhadap perencanaan dan 
perancangan detail Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar. Dua instansi tersebut 
adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar. Empat instansilain merupakan instansi 
pendukung dalam perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Makassar. Instansi tersebut yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Kecamatan 
Tamalanrea. 
Gambaran lokasi penelitian untuk instansi pendukung adalah sebagai 
berikut: 
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
BAPPEDA Kota Makassar memiliki tugas pokok perencana 
penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan perumusan kebijakan 
perencanaan Daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
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- Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
DTRB merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang dipimpin oleh 
seorang kepala yang berada dibawah dan bertangggung jawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan 
kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian kawasan, penataan 
ruang kota dan penertiban bangunan serta pengusutan. 
 
- Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas PU diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar. Dinas Pekerjaan Umum  Kota Makassar memiliki tugas pokok 
dan fungsi merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di 
bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan 
jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, drainase 
dan sungan di Kota Makassar. 
 
- Kecamatan Tamalanrea  
Kecamatan ini terbentuk sejak 7 Januari 1998 yang merupakan 
pemekaran dari kecamatanBiringkanaya dan memiliki luas area kurang 
lebih 31,84 km2 atau 18,2 % dari luas Kota Makassar. Jumlahpenduduk 
pada hingga bulan mei tahun 2015 mencapai kurang lebih 142.000 Jiwa. 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan 
Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kelurahan Tamalanrea Indah, 
Kelurahan Kapasa, Kelurahan Bira,  Kelurahan Parangloe. Kecamatan 
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Tamalanrea memilii Visi: “Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan tata 
kelola pemerintahan yang baik”.  
 
Sedangkan dua instansi yang bertanggung jawab secara khusus sebagai 
perencana regulasi dan rancangan detail Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 
memiliki gambaran sebagai berikut: 
- Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai Institusi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Pemerintah Kota Makassar, yang 
pembentukannya diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat 
memberikan inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi 
kepentingan pelayanan terhadap masyarakan dalam bidang pengelolaan 
kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pemakaman. Selain daripada 
itu, institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam 
mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya pelestarian 
lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif 
dan efisien. 
Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sesuai 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 
tentang Susunan Organisasi perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya 
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar.  
- Tugas Pokok 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas 
pokok (1) merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan, di 
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bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). 
- Fungsi 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang 
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (Dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman 
dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) 
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di 
bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, 
penyelenggaraan kebersihan/ persampahan, pengelolaan 
pemakaman dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA); 
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerjasama 
dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata 
keindahan (Dekorasi) kota, penyelenggaraan 
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat 
Pemrosesan Akhir Samah (TPA) 
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran 
serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan 
(dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, 
pengelolaan pemakaman dan TempaPemrosesan Akhir Sampah 
(TPA); 
e. Pelayanan perizinan pemakaman; 
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f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas 
h. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
- Struktur Organisasi 
Dalam rangka melaksanakan Tugas POkok dan Fungsi dimaksud, Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat 
organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi dengan tugas 
sebagaimana Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 tahun 2009 
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, emmpunyai tugas memberikan pelayanan admisnitratif 
bagis eluruh satuan kerja di Lingkungan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar yang membawahi terdiri atas: 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan 
3. Subbagian perlengkapan. 
c. Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembanugnand 
an pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta 
pembibitan dan pengembangan tanaman membawahi terdiri atas: 
1. Seksi Pembangunan taman; 
2. Seksi Pemeliharaan Taman; 
3. Seksi Pembibitan 
56 
 
d. Bidang Penghijauan Kota, mempuntyai tugas melaksanakan 
perencanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta 
melaksanakan pengawasan dan pengusutan membawahi terdiri atas: 
1. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau; 
2. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
e.  Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi, mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, 
pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan 
penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Pengelolaan 
Kebersihan/Persampahan terdiri atas: 
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat; 
2. Seksi Pengembangan Partisipasi; 
3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik 
f. Bidang Penataan Kebersihan Kota, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, 
melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan 
Pemeliharaan peralatan dan alat berat yang membawahi terdiri atas: 
1. Seksi pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota; 
2. Seksi Monitoruing dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota; 
3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
- UPTD Pemakaman 
- UPTD TPA Tamangapa 
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Gambar IV.1 Struktur Organisasi DPK 
 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
 
- Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar 
Organisasi Pemerintah Kota merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan 
isntitusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan 
daerah. Pada tahun 2009 telah terbentuk kelembagaan Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Kota Makassar yang ditetapan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 
Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola 
organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas 
dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan 
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mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi 
pemerintah daerah khususnya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 
- Tugas Pokok 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Mkassar mempunyai tugas pokok 
merumuskan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
kebijakan di bidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak 
lingkungan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan, 
pemulihan dampak lingkungan serta penataan hukum lingkungan. 
- Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 tahun  2009 tentang uraian 
tugas jabatan struktural Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota 
Makassar, BLHD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup 
meliputi dampak lingkungan hidup, strategi penegakan hukum dan 
pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian 
lingkungan hidup; 
b. Penyususnan rencana dan program pengendalian, pengawasan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan; 
c. Penyususnan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan 
hukum lingkungan baik secara adminsitrasi perdata maupun pidana 
terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan 
perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;\ 
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d. Pemberian fasilitas kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian 
dampak lingkungan yang meliputi AMDAL, penerapan instrument baru 
dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan, monitoring kualitas 
air, penerapan system manajemen mutu, ekolabelling, produksi bersih 
dan teknologi ramah lingkungan, pengembangan perangkat ekonomi 
lingkungan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar 
Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) dan Laboratorium Lingkungan; 
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang ebrada dalam penguasaannya; 
f. Pelaksanaan kesekretariatan; 
g. Pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga profesional. 
 
- Struktur Organisasi 
Dengan tugas dan fungsi yang di emban oleh Badan Lingkungan 
Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar maka sususnan organisasinya 
tediri atas: 
a. Kepala Badan  
b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Umum dan Kepegeawaian 
2. Subbagian Keuangan 
3. Subbagian Perlengkapan 
c. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, terdiri 
atas: 
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1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan 
2. Subbidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas: 
1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan tanah 
2. Subbidang pengawasan Limbah B3 dan Domestik 
e. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam, terdiri atas: 
1. Subbidang Pemulihan Kerusakan Wilayah Pesisir dan laut 
2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam 
f. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat, terdiri 
atas: 
1. Subbidang Pengembangan Kapasitas 
2. Subbidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan 
g. Unit Pelaksana Teknis 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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BAB V 
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap 
data yang diperoleh.Data-data yang dimaksud yakni hasil wawancara pada 
pihak-pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah 
dalam fokus penelitian.Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-
dokumen yang memuat mengenai perencanaan pembangunan ruang terbuka 
hijau Kota Makassar. 
Hasil penelusuran data primer dan sekunder tersebut selanjutnya 
direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai 
dengan masalah penelitian.Data tersebut lalu disajikan dalam bentuk naratif, 
tabel, bagan dan gambar yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman 
penelitian. 
V.1 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masuk dalam bentuk 
perencanaan wilayah.Sebuah bentuk perencanaan pembangunan yang 
didalamnya terdapat unsur tata-ruang dan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial 
secara terintegrasi. Jenis perencanaan ini sering pula disebut dengan Spatial 
(Regional Development Planning)  di mana seluruh unsur dan variabel 
pembangunan dirinci menurut aspek ruang dan lokasinya. Sasaran utama 
perencanaan ini adalah menyusun strategi, kebijakan dan program 
pembangunan dengan memanfaatkan potensi wilayah dan keuntungan lokasi 
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yang terdapat di daerah bersangkutan dan daerah tetangganya.Biasanya aspek 
tata-ruang dan lokasi ini ditampilkan dalam rencana pembangunan wilayah 
dengan mengunakan peta dalam berbagai skala. 
Perencanaan ruang terbuka hijau Kota Makassar diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Makassar 2015-2034. Dalam Perda tersebut diatur, regulasi RTH Kota 
Makassar diatur pada pasal 11, poin d dan e yang berbunyi : d) Peningkatan 
derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau; dan e) 
peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH. Yang diatur lebih rinci dalam 
Pedoman Teknis  RTRW Kota Makassar 2015-2034. Dalam pedoman tersebut 
tersebut diatur bahwa ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan 
tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan 
habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan 
prasarana, dan atau budidaya pertanian. Perencanaan ruang terbuka hijau 
bertujuan untuk memelihara integritas dan kualitas lingkungan serta dapat 
menjadi kebanggan dan identitas kota. Ruang terbuka hijau kota dapat berfungsi 
secara ekologis, social, ekonomi, arsitektural dan nilai estetika yang dimilikinya 
(objek dan lingkungan). 
Dalam kepentingan perencanaan pengembangan, ruang terbuka hijau 
yang selanjutnya disebut sebagai kawasan hijau di Kota Makassar dibagi 
berdasarkan bobot kealamiannya yaitu kawasan hijau lindung dan 
binaan.Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki 
karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat 
setempat maupun unutk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Sementara 
Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau 
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lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, 
pengembangan, pemeliharaan, maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan 
didukung fasilitasnyayang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana 
sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi 
penghijauan tersebut. 
Rencana pengembangan RTH disesuaikan amanat Peraturan menteri 
Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang 
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.RTH dikelompokkan kedalam beberapa 
jenis berdasarkan tipologinya, yakni dari segi fisik, fungsi, strtuktur dan 
kepemilikan. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman 
penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, 
kepemilikan ruang terbuka hijau terbagi atas ruang terbuka hijau privat dan ruang 
terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau privat merupakan RTH milik institusi 
tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan 
terbatas,  antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik 
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan ruang terbuka hijau 
publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota 
yang digunakan masyarakat secara umum.  
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Gambar V.1Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 
Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Mkassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar saat ini masih jauh dari 
yang ditetapkan oleh pemerintah, dari alokasi total ruang terbuka hijau yang 
mencapai 30%. Untuk luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini: 
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Tabel V.1 Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 
Sumber: Dinas Pertamanan Kota Makassar, 2015 
Berdasarkan tabel tersebut jumlah ketersediaan ruang terbuka hijau Kota 
Makassar sebesar 1.461 Ha atau sebesar 8.31 persen dari luas Kota Makassar. 
Dari lima belas kecamatan yang ada, jumlah ruang terbuka hijau terbesar berada 
di Kecamatan Biringkanaya sebesar 269,14 Ha. Sedangkan untuk ruang terbuka 
hijau yang paling sedikit berada di Kepulauan Sangkarrang, sebesar 0,70 Ha. 
Sesuai arahan dari Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 yang mengalokasikan luasan 
RTH sebesar 30%.  Dengan alokasi persentase untuk Ruang Terbuka Hijau 
Publik 20% dan Ruang Terbuka Hijauprivat sebesar 10%.Maka pengembangan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar didorong untuk memenuhi luasan minimal 
tersebut. 
Konsep pengembangan luas Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 
dilakukan dengan membagi wilayah kota kedalam 3 kawasan dengan alokasi 
66 
 
persentase ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat pada 
masing-masing kawasan, yaitu: 
a. Kawasan kota yang sudah terbangun, arahan pengembangan Ruang 
Terbuka Hijau Publik minimal 10% dari luas kawasan dan Ruang Terbuka 
Hijau Privat 20% dari luas kawasan; 
b. Kawasan kota yang belum terbangun arahan pengembangan Ruang 
Terbuka Hijau publik minimal 20% dari luas kawasan dan Ruang Terbuka 
Hijau Privat minimal 20% dari luas kawasan: dan 
c. Kawasan reklamasi arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik 
minimal 30% dari luas kawasan dan Ruang Terbuka Hijau Privat minimal 
20% dari luas kawasan. 
Adapun pengembangan kawasan hijau dapat dilakukan dengan upaya: 
a. Memanfaatkan peran dan fungsi dari lahan tak terbangun. Kawasan 
tersebut meliputi, area/ fasilitas umum seperti pemakaman umum, 
taman, lahan kosong, rawa, danau/kanal, tambak, koridor jalan, 
semak dan fasilitas umum lainnya; 
b. Memberdayakan taman mangrove yang potensial dikembangakan 
menjadi kawasan ekowisata kawasan pesisir bagian Utara Kota; 
c. Perlindungan dan pemanfaatan Pulau Lakkang sebagai kawasan 
hijau terbuka  dan kawasan lindung;  
d. Pemanfaatan kawasn area dibawah Saluran Udara Tegangan Ekstra 
Tinggi (SUTET) Sebagai kawasan RTH, di semua lokasi dalam 
Kawasan Terpadu (KT) yang dilalui oleh SUTET. SUTET merupakan 
medan elektromagnetik yang dapat membawa pengaruh negative 
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terhadap kesehatan organ tubuh manusia, sehingga pada kawasan 
tersebut relative jarang dijadikan sebagai tempat pemukiman; 
e. Pengendalian dan pemanfaatan hutan hijau kota (taman kota) dan 
taman mangrove sebagai area hijau yang merupakan daerah 
pengembangan kawasan Centerpoint of Indonesia. 
f. Perlindungan dan pemanfaatan hutan kota, seperti kawasan Unhas 
dan daerah sekita Kantor Gubernur. 
g. RTH Berbentuk areal dengan fungsi fasilitas umum; 
h. RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga 
dan atau nilai estetika lingkungan.  
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Gambar V.2 Aktor yang berperan dalam Perencanaan Pembangunan RTH 
 
a. Pembangunan Taman Kota 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang 
terbuka hijau Kota Makassar 2016, maka Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar membuat program utama yaitu Peningkatan Kualitas Taman yang 
tertuang dalam Rencana Kerja DPK 2016.Program  ini  bertujuan  untuk  
mewujudkan  penyelenggaraan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui 
peningkatan penataan taman yang berkualitas dan memiliki ciri tematik pada 
seluruh ruang kota termasuk pada lorong dan jalan setapak. 
Perencanaan pembangunan  Taman Kota memangmenajdi tugas dari 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam hal ini  Bidang 
Pertamanan.  Namun dalam proses perencanaannya banyak instansi yang 
terlibat. Instansi tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas 
Tata Ruang Bangunan, Kecamatan/Kelurahan maupun koordinasi dengan 
Bidang Penghijauan Dinas Pertamanan Kota Makassar. 
Perencanaan pembangunan RTH dimulai dengan koordinasi RTH yang 
dinisiasi oleh BLHD, selaku dinas yang melakukan pendataan potensi ruang 
terbuka hijau kota makssar. Lalu hasil pendataan potensi tersebut dibahas dalam 
Forum Koordinasi RTH, dan diberikan kewenangan kepada Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar untuk merencanakan bentuk RTH yang cocok. 
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Untuk tahun 2016, DPK Kota Makassar merencanakan untuk 
membangun empat buah taman tematik di Kota Makassar. Taman tersebut 
berlokasi di: 
1. Jln Pandang Raya,  
2. Kelurahan Manggala,  
3. Kelurahan Borong, dan  
4. Bumi Tamalanrea Permai (Taman Pujasera).  
Gambar V.3. Peta Rencana Pembangunan Taman Kota Makassar 2016 
Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Mkassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
 
Dalam gambar tersebut, perencanaan pembangunan taman kota untuk 
tahun 2016 akan dilaksakan di empat lokasi. Taman tersebut akan dibangun di 
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Kelurahan Manggala, Kelurahan Borong, Jalan Pandang Raya dan Kelurahan 
Tamalanrea 
b. Perencanaan Pembangunan Jalur Hijau 
Program ini bertujuan untuk menata dan melaksanakan peningkatan 
kapasitas pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar.Bentuk 
nyata dari program ini adalah pembangunan jalur pejalan kaki yang 
dilengkapi dengan jalur hijau.Program ini merupakan kerjasama antara Dinas 
Pekerjaan Umum dalam hal ini Bidang  Jalan dan Jembatan dan Bidang 
Penghijauan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. 
Untuk tahun 2016 rencananya akan dibangun 10 jalur hijau di Kota 
Makassar. Adapun tempat pembangunan jalur hijau ini nantinya adalah: 
1. Jalan Haji bau 
2. Jalan Penghibur 
3. Jalan Nusantara 
4. Jalan Ahmad Yani 
5. Jalan Sudirman 
6. Jalan Pasar Ikan 
7. Jalan Ujung Pandang 
8. Jalan Bolevard 
9. Jalan Landak 
10. Jalan Pengayoman 
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Gambar V.4 Peta Jalur HijauJalan Haji Bau, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan 
Penghibur, Jalan Pasar Ikan Jalan Ujung Pandang dan Jalan Ahmad Yani. 
 
 
Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Makassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
Berdasarkan gambar di atas, rencana pembangunan jalur hijau akan 
dilakukan di lima ruas jalan Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Ujung 
Pandang.  Jalan tersebut adalah, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Haji Bau,Jalan 
Penghibur, Jalan Pasar Ikan,  Jalan Ujung Pandang, dan Jalan Ahmad Yani. Ke 
lima jalan tersebut merupakan jalan yang saling terhubung.  
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Gambar V.5 Peta Jalur Hijau, Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman 
  Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Makassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
Pada gambar diatas, tampak rencana pembangunan jalur hijau akan 
dilaksanakan di Jalan Boulevard dan Jalan  Pengayoman. Ruas jalan ini berada 
di Kecamatan Panakukkang.  Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman masuk 
dalam kawasan. 
 
 
 
73 
 
 
Gambar V.6 Peta Jalur Hijau Jalan Nusantara 
  Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Makassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
Jalur hijau berikutnya adalah jalur hijau yang akan dibangun di kawasan 
pelabuhan, tepatnya di jalan nusantara. Jalur ini berada di Kecamatan 
Wajo.Jalan Nusantara merupakan jalan yang terhubung dengan Jalan Ujung 
Pandang , Kecamatan Ujung Pandang.  
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Gambar V.7 Peta Jalur Hijau Jalan Landak 
   Sumber: Bakosurtanal 1994 dan RTRW Kota Makassar 2010, diolah oleh Feikar, ST 2015 
Pada gambar diatas, jalur hijau akan di bangun di Kecamatan Mamajang. 
Pembangunan jalur hijau ini akan dibangun sepanjang Jalan Landak. 
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V.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau  
Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open 
spaces) suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (baik 
endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak 
langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, 
kesejahteraan dan keindahan wilayah. RTH memiliki fungsi utama yaitu fungsi 
ekologis dan fungsi tambahan yaitu fungsi arsitektural, sosial dan fungsi 
ekonomi. 
Pengembangan RTH sangat diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan 
khusunya Kota Makassar yang sedang mengalami pembangunan yang pesat 
disegala bidang.Pembangunan yang menggeser beberapa ruang terbuka 
menyebabkan terjadinya perubahan beberapa fungsi lingkungan dan sosial yang 
dapat menyebabkan terjadinya banjir dan pengikisan tanah, serta berkurangnya 
fasilitas sosial untuk sekedar bersenda gurau dan berolahraga. 
Diperlukan suatu komponen yang kuat dan koordinasi untuk 
mengembangkan ruang terbuka hijau dan harus mencakup kegiatan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.Hal ini 
agar menjamin keberlangsungan pengelolaan RTH dapat berjalan dengan baik, 
tentunya dengan dukungan dari semua komponen pembangun. Kepedulian para 
pihak akan pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu 
modal untuk membentuk lembaga pengelola yang solid dan dapat bekerjasama 
satu sama lain. 
Berdasarkan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota 
Makassar melalui Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam melakukan kegiatan Koordinasi Pengembangan Ruang 
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Terbuka Hijau yang diharapkan dapat menjamin terkoordinasinya 
pengembangan RTH di Kota Makassar. 
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau diharapkan 
mampu  menjamin terkoordinasinya pengembangan Ruang terbuka Hijau di Kota 
Makassar. Selain itu tujuan dari Koordinasi ini adalah untuk melakukan 
koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan Ruang terbuka Hijau di 
Kota Makassar sehingga Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar dapat di 
pertahankan fungsi dan jumlahnya serta dapat meningkatkan luasannya. 
Sehingga mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif 
dan berkelanjutan. 
Secara khusus perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Makassar  merupakan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota 
Makassar . Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar berperan sebagai 
koordinator dalam perencanaan pembangunan RTH Kota Makassar.Sedangkan 
perencanaan teknis pembangunan merupakan tanggung jawab dari Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.  Tanggung jawab perencanaan 
teknis dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan berupa pembangunan jalur hijau 
dan pembangunan taman kota. Adapun instansi lain yang juga berperan dalam 
perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar adalah, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang  dan Bangunan, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Kecamatan di Kota Makassar. 
 
Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Taman Kota Makassar 
Secara umum, perencanaan pembangunan Taman Kota Makassar 
dibahas dalam Forum Koordinasi Ruang Terbuka Hijau yang dikoordinatori oleh 
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Badan Lingkungan Hidup Daerah.Dalam  forum tersebut, Badan Lingkungan 
Hidup Daerah menyiapkan dan menyediakan hasil observasi mengenai kondisi 
Ruang Terbuka Hijau dan potensi lahan yang bisa digunakan sebagai Ruang 
Terbuka Hijau. Setelah pembahasan potensi lahan tersebut,  maka Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan membuat rancangan detail pembangunan taman 
kota. 
Dalam perencanaan pembangunan taman untuk 2016, pihak DPK  
melakukan koordinasi dengan berbagai instansi seperti BLHD, Kelurahan, 
Kecamatan Dinas Tata Ruang bangunan dan Bappeda. Adapun bentuk 
koordinasinya berbeda-beda tiap instansi berdasarkan tupoksi dari tiap instansi. 
Perancangan taman kota yang dibuat oleh Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar akan dikoordinasikan dengan Badan Lingkungan 
Hdiup Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan Ruang 
Terbuka Hijau. Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam hal ini Bidang 
Pertamanan membuat detail rencana taman. Dalam perencanaan taman 
tersebut, bidang pertamanan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan  
dan kelurahan dalam hal pembahasan ketersediaan lahan kosong dan 
usulan lokasi pembangunan taman. Pembahasan penentuan lokasi ini biasanya 
dibahas dalam Forum Koordinasi RTH yang di bentuk oleh Badan Lingkungan 
Hidup Daerah Kota Makassar. Dalam forum tersebut hadir pihak kecamatan 
sebagai pihak yang mengetahui lokasi lahan didaerah teritorial kecamatannya 
dan DPK sebagai pelaksana teknis pembangunan taman nantinya.Hal ini sesuai 
yang disampaikan oleh Makmun, S.Si., M.Si. Bidang Pemulihan Kerusakan 
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Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam BLHD Kota Makassar, berikut 
adalah kutipan pernyataannya: 
“Jadi koordinasinya itu dalam bentuk mengundang SKPD terkait 
kemudian kita rapatkan untuk melakukan ferivikasi data satelit dan 
pemantauan lapangan kemudian akan dikonfirmasi kepada SKPD terkait 
khususnya mengenai status lahannya.”(Wawancaradengan Makmun, 
S.Si, MSi, Staf Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam BLHD) 
 
Senada dengan BLHD, pihak DPK Kota Makassar yakni Ir. Ilham selaku 
Kepala Seksi Pembangunan Taman mengakui adanya koordinasi dengan pihak 
BLHD.Beberapa kali mereka diundang dalam forum koordinasi RTH.Kepala 
Seksi Pembangunan Taman juga menyatakan bahwa dalam perencanaan ruang 
terbuka hijau bidangnya seharusnya melakukan koordinasi dengan bidang 
penghijauan yang ada di DPK. Bidang penghijauan merencanakan secara lebih 
luas mengenai perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar sedangkan 
detail rancangan pembangunan taman akan diserahkan kepada bidang 
pertamanan.Berikut pernyataan Ir. Ilham mengenai koordinasi yang terjadi dalam 
perencanaan pembangunan RTH: 
“Jadi kita ada Seksi Pembangunan Kawasan Hijau dibawah Bidang 
Penghijauan, skop pembangunannya lebih luas. Dan di Bidang 
Pertamanan ada Seksi Pembangunan Taman. Harusnya begitu ada 
koordinasi, tapi kita kadang jalan sendiri sendiri.” (Wawancaradengan Ir. 
Ilham, Kepala Seksi Pembangunan Taman DPK) 
 
Dari hasil wawancara tersebut, muara dari perencanaan pembangunan 
RTH ada di DPK Kota Makassar.  Selain itu DPK kota Makassar juga melakukan 
Koordinasi dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
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Makassar (Bappeda). Seperti yang diutarakan oleh Kepala Seksi Pembangunan 
Taman Ir Ilham sebagai berikut: 
“Seharusnya  koordinasi ke Bappeda kan kalo kita nyusul Dokumen 
Perencanaan Anggaran itu kan dari hasil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrembang). Biasanya dari hasil Musrembang itu kita 
diusulkan RTH baru oleh Bappeda, kalau memang ada  kita survei dulu 
lokasinya. Musrembang yang diadakan Bappeda pasti kita dilibatkan, 
biasanya Musrembang tingkat kelurahan, kecamatan terus tingkat kota. 
Biasanya hasil musrembang itu Bappeda yang usulkan ke kita, ini ada 
permintaan warga buat ditanami disini.” (wawancara dengan Ir. Ilham, 
Kepala Seksi Pembangunan Taman) 
 
 Berbeda dengan yang diutarakan oleh Bappeda.Menurutnya tidak perlu 
lagi ada koordinasi dari pihak Bappeda ke Dinas terkait mengenai hasil 
MUSRENBANG. Sejak diberlakukannya MUSRENBANG on-line seharusnya 
dinas sudah mengetahui apa saja hasilrekomendasi MUSRENBANG tanpa perlu 
ada koordinasi dari pihak BAPPEDA Kota Makassar. Seperti pernyataan Yanizar 
Andi Marzuki, ST, M.Si.selaku Kasubid Perhubungan, Tata Ruang dan 
Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Makassar berikut ini: 
“Sekarang kan MUSRENBANG itu sudah on-line, jadi hasil 
MUSRENBANG itu dikirim via internet dan langsung masuk ke dinas yang 
bersangkutan, misalkan ada usulan pembangunan jalan, pasti akan 
masuk di Dinas PU dan masuk juga ke Bappeda, begitu pula dengan 
usulan RTH, biasanya masuk  ke pertamanan atau BLHD dan masuk juga 
ke BAPPEDA. Sebelum ada musrenbang on-line biasanya ke BAPPEDA 
dulu, nanti BAPPEDA yang sampaikan ke dinas terkait” (Wawancara 
Yanizar Andi Marzuki, ST, M.Si. selaku Kasubid Perhubungan, Tata 
Ruang dan Lingkungan Hidup BAPPEDA) 
 
Sedangkan antara  Dinas Tata Ruang Bangunan dan  Bidang 
Pertamanan lebih berkoordinasi dalam hal konsultasi untuk status lahan. 
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Konsultasi mengenai lahan yang akan dibangun sesuai dengan rencana tata 
ruang Kota Makassar. Seperti pernyataan Ir. Ilham berikut ini: 
“Kalau Dinas Tata Ruang, itu lebih lihat dari  gambarnya atau 
peruntukannya bagaimana,  kita ga serta merta langsung buat taman. 
Itukan harusnya  ada  gambar peta hijau,  kita bisa tau ini memang 
peruntukannya taman kota  dan untuk jalur hijau atau peta-peta hijau.” 
(wawancara dengan Ir. Ilham, Kepala Seksi Pembangunan Taman DPK) 
 
Irma Karrtikasari, S.T kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan 
menyatakan benar adanya rencana tata ruang wilayah yang mengatur mengenai 
pembagian kawasan dan RTH yang di atur dalam Perda RTRW 2015-2034. 
Berikut kutipan pernyatan dari Irma Kartikasari, S.T selaku Kepala Seksi 
Penelitian dan Pengembangan: 
“Memang ada rencana tata ruang wilayah yang mengatur mengenai 
pembagian kawasan di Kota Makassar dan RTH. Namun, kalo ada 
rencana pembangunan taman biasanya nda perlu ada koordinasi kesini, 
karena itu kewenangan dari pihak DPK Kota Makassar. Biasanya kalo 
soal izin disini kami lebih ke izin mendirikan bangunan.” (Wawancara 
denganIrma Kartikasari, S.T selaku Kepala Seksi Penelitian dan 
Pengembangan DTRB) 
 
Selain itu Bidang Pertamanan melakukan koordinasi dengan pihak 
kecamatan dan lurah untuk lebih jelas mengenai kepemilikan lahan. Apakah 
lahan yang direncanakan untuk jadi taman adalah lahan negara atau lahan 
warga. Koordinasi lainnya adalah usulan mengenai konsep pembuatan taman. 
Koordinasi ini dilakukan agar tema pembangunan taman sesuai sengan 
kebutuhan masyarakat setempat. Berikut pernyataan Ir. Ilham mengenai 
koordinasi dengan kecamatan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan 
RTH: 
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“Ini kita harus libatkan camatnya sama lurahnya, untuk  buat taman 
konsepnya seperti apa. Kita tidak bisa ambil keputusan sendiri siapa tau 
kita ada lokasi aja,  ga tau ini lokasi warga. Makanya kelurahan dan 
kecamatan harus terlibat, karena mereka lebih tau soal lahan warganya. 
Terlebih lagi untuk status lahannya, bisa aja lahan ini udah punya warga 
atau lahan negara.” (wawancara wawancara dengan Ir. Ilham, Kepala 
Seksi Pembangunan Taman DPK) 
 
Kecamatan Tamalanrea menjadi salah satu kawasan yang akan 
direncanakan untuk dibangun taman kota. Untuk tahun 2016, akan dibangun 
satu buah taman di Kecamatan Tamalanrea. Taman tersebut akan dibangun 
didaerah perumahan Bumi Tamalanrea Permai. Berikut kutipan pernyataan pihak 
Kecamatan Tamalanrea, Drs. Kamsidin Arib Kepala Urusan Pemerintahan 
Kecamatan Tamalanrea: 
“Kalo rapat koordinasi RTH biasanya kita ditanya bagaimana kondisi RTH 
yang ada, biasa juga dari kecamatan mengusulkan mana yang bisa 
dikelola, misalkan ada lahan negara yang mau dibangunkan taman, 
seperti di kelurahan bira dekat tol, ada tanah negara disitu yang tidak 
dikelola. Biasanya juga kita ditanya untuk memastikan status lahan yang 
mau dibangun menjadi taman.” (Wawancara dengan Drs. Kamsidin Arib 
Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Tamalanrea) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diklasifikasikan peran tiap 
instansi dalam perencanaan pembangunan taman kota. Peran tersebut 
digambarkan melalui table berikut: 
Tabel V.2 Peran Tiap Instansi dalam Perencanaan Pembangunan Taman Kota 
No Instansi Peran 
1 Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota 
Makassar 
- Membuat rancangan pembangunan 
taman kota 
2 Badan Lingkungan Hidup - Koordinator dalam 
pengomunisasian terkait RTH 
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Daerah Kota Makassar - Pengawas, Pemantauan dan 
evaluasi kondisi RTH 
- Pendataan RTH 
3 Badan Perencanaan 
Pembangunan Ruang 
Terbuka Hijau Kota 
Makassar 
- Pelaksana teknis pembangunan 
taman kota dan pemeliharaan RTH 
4 Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan 
- Pengendali pemanfaatan lahan 
- Izin mendirikan bangunan 
Pengawas penggunaan lahan 
5 Kecamatan Tamalanrea - Memastikan status lahan 
pembangunan taman 
 
Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Jalur Hijau 
Dalam program Perencanaan Pembangunan Jalur Hijau ini yang banyak 
berkoordinasi dan bekerjasama adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.Dinas Pekerjaan Umum menjadi 
pelopor pembangunan fisik dari jalur pejalan kaki berupa trotoar dan 
pembangunan fisik lainnya.Sedangkan pihak pertamanan, dalam hal ini Bidang 
penghijauan melengkapi pembangunan jalur tersebut dengan penanaman 
sejumlah pohon dan penataan bunga disepanjang jalur pejalan kaki 
tersebut.Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budi Susilo selaku Kepala Bidang 
Penghijauan DPK Kota Makassar. 
“Akan ada sepuluh titik yang akan dibuatkan jalur hijau. Yang pertama adalah 
Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Nusantara,Jalan Ahmad Yani, Jalan 
Jend. Sudirman, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Boulevard, 
jalan landak dan pengayoman. Dalam pembangunannya nanti Untuk 
pedestrian adalah tanggungjawab PU, isitilahnya tugas dari DPK bagaimana 
menyediakan lahan hijau diskitar pedestrian.”(WawancaraDengan Budi 
Susilo, Kepala Bidang Penghijauan DPK Kota Makassar) 
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Diwawancarai ditempat berbeda, Suriady selaku Kepala Seksi Perencanaan 
Jalan dan Jembatan Dinas PU menyatakan untuk tahun ini pihaknya memang 
merencanakan untuk membuat jalur pejalan kaki. Jalur ini nantinya akan 
dijadikan sebagai jalur hijau.  
“Koordinasi dengan pihak pertamanan lebih kepada pembagian tugas antara 
pembangunan trotoar dan penanaman pohon dan estetika lingkungannya,  
jadi pihak PU bertanggung jawab terhadap infrastruktur seperti trotoar dan 
lampu sedangkan pihak pertamanan lebih kepada perencanaan lingkungan 
baik itu pohon dan bunganya.” (Wawancara pada tanggal 29/1/2016)  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diklasifikasikan peran tiap 
instansi dalam perencanaan pembangunan jalur. Peran tersebut digambarkan 
melalui table berikut: 
Tabel V.3 Peran Tiap Instansi dalam Perencanaan Pembangunan Taman Kota 
No Instansi Peran 
1 Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota 
Makassar 
- Penyedia pohon dan bunga 
disekitar jalur pejalan kaki 
2 Dinas Pekerjaan Umum - Penyedia sarana dan prasarana 
lingkungan 
- Pembangunan jalur pejalan kaki 
 
V.3 Koordinasi Berdasarkan Arah Koordinasi 
Berdasarkan hasil perencanaan dan peran tiap instansi yang diperoleh 
peneliti, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan kerangka teori 
yang telah ditetapkan dalam penelitian ini sebagai pedoman dalam memperoleh 
data untuk melihat koordinasi yang terjadi. Koordinasi yang terjadi dilihat 
berdasarkan arah koordinasi yaitu korodinasi vertikal, horizontal dan fungsional 
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Adapun  pembahasan hasil penelitian berdasarkan kerangka teori yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Perencanaan Pembangunan Taman Kota 
Dalam perencanaan pembangunan Taman Kota Makassar Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bertindak sebagai coordinator. 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan banyak melakukan koordinasi dengan 
instansi lain yang terkait dalam perencanaan pembangunan Ruang Terbuka 
Hijau. Koordinasi tersebut, berupa koordinasi vertikal, horizontal dan fungsional. 
- Koordinasi Horizontal  
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat.Dalam  
perencanaan pembangunan taman Kota Makassar, koordinasi horizontal 
yang terjadi adalah koordinasi antara Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang Bangunan. Koordinasi yang terjadi 
lebih kepada peruntukan lahan dalam pembuatan taman, apakah sudah 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Selain itu, Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan dengan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Makassar. Koordinasi antara kedua instansi ini lebih kepada 
arahan dari Bappeda mengenai hasil musrembang yang berkaitan 
dengan RTH dan usulan warga mengenai pembangunan taman. 
Gambar V.8 Bagan Koordinasi Horizontal 
 
 
- Koordinasi Vertikal 
Dinas 
Pertamanan dan 
Kebersihan 
Kota Makassar 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Kota 
Makassar 
Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan 
Kota Makassar 
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Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada 
lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Dalam perencanaan 
pembangunan taman Kota Makassar, Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar juga melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan 
Kelurahan setempat, untuk memastikan status lahan yang akan dibuat 
menjadi taman.  
Gambar V.9 Bagan Koordinasi Vertikal 
 
 
 
 
 
 
 
- Koordinasi Fungsional  
Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan 
dalam fungsi pekerjaan.Penyelarasan kerjasama yang terjadi dari segi 
koordinasi fungsional adalah antara Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kota Makassar dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar.Koordinasi ini dikategorikan fungsional karena keduanya 
memiliki fungsi dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Makassar. 
 
Gambar V.9 Bagan Koordinasi Fungsional 
Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota 
Makassar 
Kecamatan 
Tamalanrea 
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b. Perencanaan Jalur Hijau 
Dalam perencanaan pembangunan Jalur Hijau Kota Makassar Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bertindak sebagai koordinator 
dalam perencanaan pembangunan jalur hijau.Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan banyak melakukan koordinasi.Koordinasi tersebut, berupa 
koordinasi vertikal, horizontal dan fungsional. 
- Koordinasi Horizontal  
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.Dalam  
perencanaan pembangunan jalur hijau Kota Makassar, koordinasi 
horizontal yang terjadi adalah koordinasi antara Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dan Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi yang 
terjadi lebih  bagaimana nantinya kerjasama dalam pembangunan jalur 
hijau tersebut. Dalam perencanaan jalur hijau, Dinas PU bertangggung 
jawab untuk perencanaan jalur trotoar, sedangkan pihak DPK 
bertanggung jawab terhadap perencanaan estetika lingkungan jalur 
tersebut berupa rencana penanaman pohon dan penanaman bunga. 
 
 
Gambar V.9 Bagan Koordinasi Horizontal 
 
Badan Lingkungan 
Hidup Kota 
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Makassar 
Dinas Pekerjaan 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis 
dapat memberikan kesimpulan bahwa  koordinasi perencanaan pembangunan 
RTH Kota Makassar  dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis koordinasi 
berdasarkan arah koordinasi yakni kordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan 
koordinasi fungsional. Dalam perencanaan pembangunan Taman Kota dan 
Perencanaan Jalur Hijau. Koordinasi Vertikal terjadi antara Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
selain itu koordinasi vertikal juga terjadi antara Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dan pihak kecamatan. Koordinasi horizontal terjadi 
antara DPK Kota Makassar Dinas Pekerjaan Umum, DPK Kota Makassar dan 
Dinas Tata Ruang Bangunan, DPK Kota Makassar dan Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Kota Makassar, antara Bidang Penghijauan dan Bidang Pertamanan 
DPK Kota Makassar. Sedangkan koordinasi fungsional terjadi antara Bidang 
Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA BLHD dan bidang 
penghijauan DPK Kota Makassar yang sama-sama memiliki fungsi dalam 
pengembangan RTH.  
VI.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak pemerintah 
dalam perencanaan pembangunan RTH adalah sebagai berikut : 
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- Perlu ada strategi baru dalam perencanaan RTH mengingat lahan yang 
berpotensi untuk dibentuk menjadi RTH di Kota Makassar semakin 
sedikit. 
- Pemberian izin mendirikan bangunan oleh Dinas Tata Ruang sebaiknya 
dibarengi dengan penerapan regulasi menganai kewajiban pembangunan 
RTH 10% lahan hijau untuk lahan privat. Sehingga masyarakat juga 
terlibat dalam pengembangan RTH Kota Makassar. 
- Perlu ada konsistensi terhadap komitmen tiap instansi yang terlibat dalam  
perencanaan pembangunan hingga tahap implementasi dan evaluasi. 
Sehingga proses pengembangan RTH sebesar 30%  bisa tercapai. 
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